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BABIV 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. 	 Tata cara penetapan BPHTB adalah menurut UU No.21 Tahun 1997 

Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo UU No. 20 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.21 tahun 1997 tentang 

BPHTB dilaksanakan dengan cara : 

a. 	 Self assessment yaitu wajib pajak diberi wewenang untuk 

menghitung, menyetor pajak BPHTB sendiri berkaitan dengan data

data atas kewajiban pajaknya. 

b. 	 Dasar perhitungan besarnya BPHTB adalah tarif pajak adalah 5% X 

NPOP/harga transaksi dan atau berdasarkan NJOP yang 

ditentukan oleh menteri keuangan - NPOPTKP => 5% X (NPOP

NPOPTKP) 

c. 	 UU BPHTB ini memberikan keringanan bagi masyarakat yang 

kurang mampu dengan adanya pemberian NPOPTKP, maksudnya 

adalah apabila nilai perolehan hak atas tanahnya atau harga 

transaksi dibawah NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak) yang ditetapkan atas daerah tersebut maka yang 

bersangkutan bebas dari biaya pajak BPHTB. 

d. 	 Subjek BPHTB adalah seseorang atau badan yang menerima hak 

atas tanah dan bangunan, Objek BPHTB adalah Perolehan hak 

atas tanah dan bangunan. 
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2. 	 Dengan berlakunya UU BPHTB ini, Notaris-PPAT sesuai fungsinya 

menjadi wajib pungut, karena saat terhutangnya pajak BPHTB adalah 

saat ditandatanganinya akta peralihan. Notaris-PPAT akan dikenakan 

sanksi apabila wajib pajak belum melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sedangkan aktanya sudah ditandatangani. 

Saran 

1. 	 Pada saat wajib pajak membayar pajaknya, apabila te~adi kelebihan 

pembayaran maka sebaiknya tanpa dimohon Direktorat Jenderal Pajak 

menerbitkan Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar (SKBLB) sehingga 

ada keseimbangan didalam melaksanakan hak dan kewajibannya. 

2. 	 Untuk lebih meningkatkan penerimaan BPHTB hendaknya Direktorat 

Jenderal Pajak bisa memberikan insentif kepada Notaris-PPAT dan 

juga kepada wajib pajak yang patuh di dalam melaksanakan 

kewajibannya, misalnya dengan memperhatikan permohonan 

keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Dengan demikian maka 

hendaknya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur 

mengenai insentif tersebut. 

3. 	 Kantor Pelayanan PBB hendaknya dalam menentukan batas Nilai Jual 

Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOPPBB) memperhatikan 

dan mencerminkan rasa keadilan bagi perusahaan properti satu 

dengan perusahaan properti lainnya. Misalnya di lokasi yang 

kondisinya sama dan tidak ada transaksi yang dapat digunakan untuk 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG WICAKSANA T.



61 

acuan daJam menentukan NJOP dapat diperbandingkan secara 

seimbang. Contoh antara daerah "A" dari perusahaan properti "X" 

dengan daerah "B" dari perusahaan properti "Y", dimana daerah "A" 

bebas banjir sedangkan daerah "B" sering kebanjiran maka dalam 

penentuan NJOPPBB-nya harus dibedakan walaupun pada jalur jalan 

yang sarna. 
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